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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  46  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN ARSIP                                                         

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan 
dan memperlancar penyelenggaraan 
kearsipan di lingkungan Pemerintahan Kota 
Bogor perlu dilakukan penataan kearsipan 
sesuai dengan perkembangan dan teknologi; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 66 Peraturan Daerah Kota 
Bogor Nomor 7 Tahun 2012 
tentang penyelenggaraan Kearsipan, 
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor 
tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bogor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota Bogor tentang Pengelolaan 
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bogor; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5697); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  
tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 
Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); 
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7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 
Nomor 50); 

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BOGOR. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 
Bagian  Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat          
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
Kota Bogor. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah                  
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya      
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak           
dan kewajiban Daerah. 
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama  
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku Pencipta Arsip. 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 

9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah                
yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan di lingkungan 
Pemerintah Kota Bogor, yang memiliki tugas pokok, fungsi,  
dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis 
inaktif, arsip statis, dan pembinaan kearsipan. 

10. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor 
sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bogor. 

11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima                  
oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung 
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka 
waktu tertentu. 

13. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan 
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta 
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila 
rusak atau hilang. 

14. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 
dan/atau terus menerus. 

15. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 
menurun. 

16. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, 
telat habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah 
diverifikasi oleh Dinas. 


